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ABSTRAK 
 
RISKA RESKIKA. (B 111 10 292). Analisis Hukum atas Surat 
Keputusan Bersama Menteri Sebagai Standarisasi terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Surat 
Keputusan Bersama Menteri serta untuk mengetahui implementasi Surat 
Keputusan Bersama Menteri tersebut. 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada  AMI AIPI Makassar 
karena sumber data yang berkaitan dengan judul di atas satu-satunya  
didapatkan di AMI AIPI Makassar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat keputusan 
bersama Menteri tersebut belum terlaksana dengan baik dan 
implementasinya belum efisien. Hasil ini diperoleh dari tanggapan 
pengajar, petinggi lembaga, mahasiswa dan data jumlah pendaftar pada 
lembaga pendidikan tersebut. 
Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa Surat Keputusan 
Bersama Menteri tersebut memberatkan pihak lembaga pendidikan 
karena harus membayar tinggi tunjangan bagi pengajar yang diharuskan 
berkualifikasi tinggi. Hal ini membuat pihak lembaga pendidikan 
menaikkan biaya pendidikan yang bertolak belakang dengan kenyataan 
bahwa mahasiswa menjadikan faktor biaya pendidikan sebagai 
pertimbangan utama dalam memilih lembaga pendidikan. 
Saran Penulis agar pemerintah dalam hal ini kementerian yang 
terkait pada surat keputusan bersama tersebut dapat melakukan sinergi 
dengan pihak lembaga pendidikan dalam menjawab permasalahan 
pendidikan kelautan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam konstitusi Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 
ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum“.  Maka, konsekuensi 
logisnya adalah bahwa setiap tindakan haruslah mempunyai regulasi atau 
landasan hukum. Terlebih lagi jika tindakan tersebut adalah tindakan 
aparatur Negara. 
Berbicara mengenai tindakan aparatur Negara, maka kita tentu 
akan berbicara tentang kewenangan. Pembahasan mengenai 
kewenangan kemudian dijelaskan secara rinci dalam Hukum Administrasi 
Negara. Selain membahas tentang kewenangan, Hukum Administrasi 
Negara juga hadir sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahan.  
Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, 
aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat 
perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan 
hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi 
negara dengan para warga negaranya1. Jadi, dalam arti sempit,  Hukum 
Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan 
pemerintahan. 
                                                             
1 Ridwan, HR, 2003, hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, halaman 26 
2 
Adapun ruang lingkup Hukum Administrasi secara garis besar 
mengatur :  
1) Perbuatan pemerintahan ( pusat dan daerah ) dalam bidang 
politik; 
2) Kewenangan pemerintahan ( dalam melakukan perbuatan 
dibidang publik tersebut ) di dalamnya diatur mengenai dari 
mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah 
menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini 
dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur 
pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum; 
3) Akibat akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 
kewenangan pemerintahan itu; 
4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang 
pemerintahan2. 
Untuk mencapai tujuan Negara Kesejahteraan, Presiden dibantu 
oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan 
diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya, pembentukan, pengubahan, dan 
pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Landasan 
hukum mengenai Kementerian terdapat dalam Bab V Pasal 17 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Dalam mengatur suatu peristiwa tertentu, menteri dapat 
mengeluarkan surat keputusan yang mempunyai konsekuensi hukum. Jika 
                                                             
2 Ibid., halaman 33 
 
3 
surat keputusan tersebut diatur oleh lebih dari satu kementerian, maka 
surat keputusan tersebut disebut Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat 
Keputusan Bersama (SKB) merupakan salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, Surat 
Keputusan Bersama Menteri termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah 
atau lebih tepatnya Peraturan Menteri.  
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan disebutkan  bahwa 
semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, 
Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya 
mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus 
dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang 
ini”.  
Berdasarkan regulasi atau landasan hukum yang disebutkan di 
atas, Kementerian mengeluarkan Surat Keputusan Bersama mengenai 
sistem standar mutu kepelautan Indonesia, dimana Surat Keputusan 
Bersama ini menjadi acuan penyelenggaraan  Akademi Pelayaran di 
Indonesia. 
  Perhatian penulis dalam membahas pentingnya regulasi atau 
landasan hukum bagi Akademi Pelayaran di Indonesia adalah Akademi 
Pelayaran Indonesia akan melahirkan pelaut-pelaut yang dapat 
menghasilkan devisa yang sangat besar bagi negara Indonesia, oleh 
karena itu penyelenggaraan Akademi Pelayaran di Indonesia sangat 
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bergantung pada implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri 
mengenai standar mutu kepelautan Indonesia.  
 Kenyataan bahwa Indonesia adalah Negara Maritim dengan lebih 
dari 70% wilayahnya adalah laut semakin membuat pihak pemerintah dan 
lembaga pendidikan kelautan untuk bersinergi dalam memperbaiki kualitas  
sarjananya guna bersaing dalam dunia kepelautan nasional. Hanya saja, 
rendahnya kualitas pendidikan kelautan di Indonesia semakin mempersulit 
daya saing sarjana kepelautan untuk bekerja di perairan Internasional. Hal 
itu tercermin dari kurangnya tenaga pengajar kepelautan yang memiliki 
sertifikasi dan kualifikasi magister. 
 Pada era globalisasi ini, saingan Indonesia bukan lagi Negara-
Negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Bukan pula 
Negara-Negara kawasan Asia seperti China, Korea, Jepang, Iran dan 
Negara-Negara Arab lainnya. Seperti namanya, pada era globalisasi, 
saingan Indonesia adalah dunia global yang tentunya mencakup Amerika 
dan Eropa yang memilik daya saing kepelautan yang sangat canggih dan 
berkualitas. 
 Siap atau tidak siap, Indonesia harus menyegarakan kemajuan 
pada bidang kepelautan ini. Sudah saatnya Indonesia memberikan 
perhatian berlebih terhadap bidang kepelautan. Seperti yang telah 
disebutkan di atas, karena Indonesia adalah Negara Maritim dan bidang 
menyumbang devisa yang besar untuk Negara. Perhatian yang dimaksud 
adalah pembenahan cetakan sarjana kepelautan yang juga menuntut 
perbaikan kualitas dan sertifikasi tenaga pengajar pendidikan kepelautan. 
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 Menarik untuk diteliti dan ditelusur lebih jauh apakah kehadiran 
Surat Keputusan Bersama Menteri mengenai standar mutu kepelautan 
Indonesia dapat meningkatkan daya saing sarjana kepelautan atau hanya 
menjadi sekumpulan aturan formil yang tidak berpengaruh apa-apa pada 
realitas pendidikan kepelautan di Indonesia dewasa ini. 
Dari pemaparan  di atas, penulis kemudian ingin mengangkat 
sebuah penelitian berjudul “Analisis Hukum atas Surat Keputusan 
Bersama Menteri Sebagai Standarisasi terhadap Akademi Maritim 
Indonesia AIPI Makassar“  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
1) Bagaimanakah kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri 
tentang standar mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar? 
2) Bagaimanakah implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri 
tentang standar mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian : 
1) Untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri 
tentang standar mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar. 
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2) Untuk mengetahui implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri 
tentang standar mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Analisis 
Hukum atas Surat Keputusan Bersama Menteri sebagai 
Standarisasi. Baik dalam kasus, Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar, maupun kasus lainnya. 
2) Sebagai referensi dalam diskursus mengenai Analisis Hukum atas 
Surat Keputusan Bersama Menteri sebagai Standarisasi. Baik 
dalam kasus, Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar, maupun 
kasus lainnya. 
3) Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum  
1. Definisi Hukum  
Agar pembahasan dapat dibatasi, diperlukan sebuah definisi mengenai 
apa yang akan dibahas tersebut. Definisi berfungsi sebagai pembatas 
antara suatu hal dengan hal yang lain. Untuk mendefinisikan sesuatu, 
Aristoteles seorang bapak Logika mengajarkan kita untuk mencari jenis 
dan pembeda sesuatu yang ingin didefinisikan tersebut. Sebelum 
mendefiniskan sesuatu menggunakan cara Aristoteles, mari kita simak 
berbagai pendapat para tokoh mengenai definisi hukum. 
Karena cakupan atau batasan hukum yang sangat luas, beberapa 
pakar sulit mendefinisikannya. Hukum mengatur semua bidang kehidupan 
masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat 
dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus-
menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa 
menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan 
hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal undang - undang 
hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman 
dalam kehidupan.  
Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang 
memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa 
yang dipakai. Hal ini dikarenakan hukum pada hakekatnya bersifat 
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abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan 
keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, 
kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum.  
Adapun faktor ekstern yang dimaksud yaitu faktor bahasa itu 
sendiri3. Sesuatu yang sifatnya konkret saja terkadang sulit didefinisikan, 
apalagi sesuatu yang sifatnya abstrak. Berikut akan disebutkan beberapa 
defenisi hukum menurut para pakar : 
1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “ hukum hanya 
merupakan suatu rechtgewohnheiten ”4 
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang 
diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan5 
3. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum 
merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan 
dalam pranata hukum6 
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, Keseluruhan hukum 
sungguh – sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan 
kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara 
diam – diam7 
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah 
keseluruhan kondisi kondisi dimana terjadi kombinasi antara 
keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang 
lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan8 
                                                             
3 Ahmad Ali, Menguak Tabir  hukum, Ghalia Indonesia, 2008, Edisi kedua halaman 12 
4 Ibid hal 20 
5 Ibid hal 21 
6
 Ibid hal 22 
7 Ibid hal 23 
8 Ibid hal 24 
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6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu 
perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia9 
Beberapa definisi hukum menurut para pakar setidaknya telah 
memberikan gambaran menganai apa yang dimaksud dengan hukum. 
Pandangan yang menganggap bahwa hukum tidak dapat didefinisikan 
adalah sebuah pandangan yang keliru. Dikatakan keliru, karena segala 
hal yang mempunyai batasan, meskipun batasannya luas, pasti dapat 
didefinisikan. 
Kembali pada metode pendefinisian dari Aristoteles, bahwa untuk 
mendefinisikan sesuatu harus menemukan jenis dan pembeda sesuatu 
tersebut. Jenis dari hukum adalah ilmu. Sekarang, apa yang membedakan 
ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, sosial dan 
lainnya? Pembedanya adalah hukum berbicara mengenai aturan. Jadi, 
secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah ilmu yang 
mempelajari tentang aturan-aturan. 
2. Tujuan Hukum 
Berbicara mengenai tujuan, maka kita akan berbicara pula 
mengenai apa yang hendak dicapai. Perdebatannya adalah apakah tujuan 
haruslah bersifat abstrak dan filosofis atau malah tujuan haruslah bersifat 
konkret dan mudah dicapai? Beberapa pakar hukum juga terjebak pada 
perdebatan mengenai apa tujuan hukum. 
Berikut ini adalah pemaparan mengenai tujuan hukum menurut 
beberapa pakar hukum :  
                                                             
9 Ibid hal 26 
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a) Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan 
mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 
filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan 
Retorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang 
suci  yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak 
menerimanya.10 
b) Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham 
bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata mata apa yang 
berfaedah saja11. Pendapat ini di titikberatkan pada hal hal yang 
berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa 
memperhatikan soal keadilan12. Menurut bentham hakikat 
kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari 
kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan 
adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar besarnya 
dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari 
baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan 
dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, 
dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan ( kerugiaan )13 
c) Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran 
positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai 
sesuatu  yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya 
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar 
                                                             
10 Ibid hal 20 
11
 Ibid hal 21 
12 Salim, Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta hal 46 
13 Ridwan syahrani op.cit hal 22 
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menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di 
wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 
aturan hukum14. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan 
hukum ataau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak 
memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota 
masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum 
dapat terwujud15. 
Dari ketiga teori-teori yang dikemukan oleh beberapa pakar di atas, 
kemudian disimpukanlah rumusan mengenai tiga tujuan hukum yang 
berlaku pada saat ini. Ketiga tujuan tersebut adalah keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. 
3. Sistem Hukum 
Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan 
dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum 
mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan 
yang bersifat kompleks , yang terdiri dari bagian -  bagian yang 
berhubungan satu sama lain.16  
Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan 
komponen komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut 
komponen – komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan 
John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek 
objek dan ide ide yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk 
                                                             
14
 Ahmad Ali op.cit hal 67 
15 Ibid hal 67 
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung hal 48 
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mencapai sasaran atau tujuan bersama17. Sudikno Mertokusumo 
berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri 
dari unsur – unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja 
sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut 18 
Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri 
atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Kultur hukum 
adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum 
yang termuat dalam perundang undangan dan struktur hukum berarti 
lembaga pelaksana hukum19. Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu 
saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam 
delapan asas yang dinamakannya  principles of legality yaitu :  
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan peraturan 
2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus di umumkan 
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai 
untuk menjadi pedoman tingkah laku 
4. Peraturan – peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di 
mengerti 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang 
bertentangan satu sama lain  
6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan 
                                                             
17 Togar M sipatupang, Teori sistem suatu perspektif teknik industry, 1995, Andi Offset, 
Yogyakarta 
18
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum ( suatu pengantar ), 1986, Liberty, Yogyakarta 
19 Lawrence Meir Freidmen , American law an Introduction/  Pengantar hukum Amerika                    
( terjemahan Wisnhu basuki ), 2001, Tata Nusa Jakarta 
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7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan 
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di undangkan dengan 
pelaksanaanya sehari hari20 
Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di 
ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya 
suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap 
sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas 
tertentu21. 
 
B. Teori Kewenangan 
1. Definisi  Wewenang dan Kewenangan 
Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KKBI ), kata 
wewenang memiliki arti  :  
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan 
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain 
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan22 
Sementara kewenangan memiliki arti : 
1. Hal berwenang 
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu23 
                                                             
20 Satjipto raharjo, op.cit hal 51  
21 Ibid hal 51-52 
22
 Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP, Makassar, 
2008 hal 61 
23 Ibid hal 61 
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Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan – aturan 
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang – 
wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum 
publik.24. Kemudian Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang 
berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu ( tindakan 
yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 
timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu )25    
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian 
awal hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat 
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang di perolehnya, artinya 
keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam 
peraturan perundang undangan ( legalitiet beginselen )26. Menurut bagir 
Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan 
kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak 
dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 
hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu27. 
 Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah 
                                                             
24 Ibid hal 63 
25
 Ibid hal 63 
26 Sadjijono, op.cit hal 56 
27 Ibid  hal 58 
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kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang undang yang berlaku 
untuk melakukan hubungan hubungan hukum28.  
Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan 
pemerintah dalam penyelenggaraan negara berhubungan dengan asas 
legalitas. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi sebuah hal yang 
mendasar untuk pemberian sebuah kewenangan.  
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
negara hukum (het democratish ideaal en het rechtstaat ideaal)29. 
Gagasan demokrasi menuntut setiap undang-undang dan berbagai bentuk 
keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak 
mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. sebagaimana yang 
dikatakan Rosseau bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari 
akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat30 
Gagasan tentang negara hukum menuntut adanya penyelenggaran 
urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-
undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas 
legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan 
pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Hal ini 
selaras dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas 
berarti upaya untuk mewujudkan dua integral secara harmonis antara 
paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan 
                                                             
28 S.F. marbun, peradilan administrasi Negara dan upaya admnistratif di Indonesia, liberty, 
Yogyakarta, 1997, hal 154 - 155 
29 Ridwan H.R. op. cit Hal 67 
30 Ibid Hal 67 
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prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya 
konstitutif31.  
Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi setiap penyelenggaraan negara yaitu : 
1. Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai 
sasaran yang telah ditetapkan 
2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat diterima 
oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah kekacauan 
3. Yuridikitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para 
pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum 
dalam arti luas 
4. Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
hukum atau perbuatan administrasi negara tidak boleh 
dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; 
bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, 
kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian . Jika kemudian tidak 
terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan 
5. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh 
masyarakat, moral dan etika hukum maupun kebiasaan 
masyarakat wajib dijunjung tinggi . 
6. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dikejar 
seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib 
diusahakan setinggi-tingginya 
                                                             
31 Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, 
Bandung. Halaman 2 
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7. Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai 
untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi 
yang sebaik-baiknya32 
Penyelenggaraan pemerintahan mesti memiliki legitimasi yang lain 
selain aturan yang tertulis untuk menjalankan kewenangannya dalam 
mewujudkan general welfare  karena aturan tertulis, menurut Bagir Manan  
Hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan antara 
lain: 
1. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat 
sehingga tidak mungkin semuanya tercakup dalam peraturan 
perundang-undangan 
2. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis dan tidak 
mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat33. 
2. Sumber dan Mekanisme Memperoleh Kewenangan 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, 
dan mandat34. Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam 
kepustakaan hukum administrasi  ada dua cara utama memperoleh 
wewenang pemerintahan yaitu, atribusi dan delegasi, sedangkan mandat 
merupakan kadang kadang saja, oleh karena itu di tempatkan secara 
                                                             
32 Prajudi Atmosudirdjo, op.cit., hal  31-32  
33
 Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum 
Nasional. Amico, Bandung. Halaman 1-2 
34 Ridwan H.R. op.cit.hal 73 
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tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha Negara, mandat 
disatukan karena penerima mandat tidak dapat di gugat secara terpisah35 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:  
a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang undang kepada organ pemerintahan 
b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya 
c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya di jalankan organ lain atas namanya36 
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena 
berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum (rechtelijke 
verantwording) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan 
salah satu prinsip dalam negara hukum “geen bevoegdheid zonder 
verantwoorkdelijkeheid atau there is no authority without responsibility ( 
tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban )37 
Menurut Prof. Dr. Muchsan, S.H  Kewenangan dari aparat dibagi 2 
macam yaitu; kewenagan atributif dan kewenagan non atributif. 
38
 
                                                             
35 Sadjijono, op.cit hal 64 
36 Ridwan H.R op.cit. hal 74 
37 ibid hal 77 
38Muchsan, SH, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta. Hal 44. 
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1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang 
diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada selama 
undang-undan mengaturnya. Misal Presiden berhak membuat 
Rancangan Undang-undang (RUU). Kewenangan ini secara 
langsung diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yakni 
Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Gubernur berhak membuat Peraturan 
Gubernur sebagaimana diatur dalam UU No32 Tahun 2004. 
Keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan karena 
sumbernya dari peraturan perundang-undangan. 
2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu 
kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari 
aparat yang lain. Kewenagan non atributif bersifat insidental dan 
berakhir jika pejabat yang berwenagan telah menariknya kembali. 
Misal penerbitan izin oleh Bupati atau Kepala Daerah seharusnya 
dilakukan oleh Bupati itu sendiri, namun pada saat Bupati tersebut 
tidak ditempat, maka dapat diwakilkan pada Wakil Bupati sebagai 
penjabat sementara. 
Dalam politik hukum pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua 
macam yaitu mandat dan delegasi. 
1) Dalam pelimpahan wewenang secara mandat, yang beralih hanya 
sebagian wewenang. Oleh sebabnya pertanggung jawaban tetap 
pada mandans. 
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2) Dalam pelimpahan wewenang secara delegasi, yang beralih adalah 
seluruh wewenang dari delegans. Sehingga apabila ada 
penuntutan, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah 
delegataris. kewenangan delegatif/derivatif adalah kewenangan 
yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada 
lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu dibawahnya, untuk 
mengeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan 
perundang-undang yang dibuat oleh pemegang kewenangan 
atributif. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga 
Presiden memiliki kewenangan atributif sebagai pembentuk 
Undang-undang, karena kewenangan tersebut diperoleh 
berdasarkan kekuatan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-
undang Dasar 1945. 39 
 
C. Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara 
Negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang 
menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan negara dan 
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan 
di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus 
dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah 
harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tuntuk kepada 
pemerintah. 40 
                                                             
39 Ibid, hal 51 
40 Ridwan H.R, Op. cit, hal 21 
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Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, 
pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, 
kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, 
eksistensi hukum dijadikan instrumen dalam menata kehidupan 
kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. 
Menurut J.B.J.M. ten Berger, hukum administrasi negara sebagai 
fenomena yang relatif baru. Hukum administrasi negara berkaitan erat 
dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Keadaan hukum administrasi 
negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara 
dan pemerintah dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan 
menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, 
dan kemasyarakatan yng berlanfaskan hukum. 
Hukum administrasi negara itu berbeda-beda antara suatu negara 
dengan lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan 
kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan 
sistem politik, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, 
perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum 
administrasi, dan sebagainya. 
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara 
Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena 
kenegaraan dan pemeritnahan yang keberadaannya setua dengan 
konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan 
diselengarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan 
hukum tertentu. 41 
                                                             
41 Ibid, hal 25 
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Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu : 
1) Bestuursrecht. 
2) Administratief recht. 
Hukum administrasi negara lebih luas daripada istilah-istilah lainnya 
karena dalam istilah administrasi negara mencakup tata usaha negara. 
Hukum administrasi negara lebih luas dari hukum tata negara, karena tata 
usaha negara itu merupakan bagian dari administrasi negara. 
a) Administrasi Negara 
Kata administrasi negara berasal dari bahasa Latin yaitu 
“administrare” yang berarti to manage. Administrasi negara adalah 
keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau 
tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan 
pengadilan. 
b) Pemerintah atau Pemerintahan 
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan 
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-
undang. Dalam arti luas, pemerintahan adalah kegiatan yang mencakup 
semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam 
negara baik eksekutif, maupun legislatif dan yudikatif. Fungsi 
pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalma 
hubungan denga fungsi perundang-undangan dan peradilan. 42 
 
 
                                                             
42 Ibid, hal 30 
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2.   Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 
Menurut Utrecht menyebutkan bahwa hukum administrasi negara 
adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi 
negara. Hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu : 
1) Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara 
bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan 
tugasnya 
2) Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum 
antara perlengkapan administrasi negara atau pemeritnah 
denga para warga negaranya. 
Kesimpulannya bahwa hukum administrasi negara adalah hukum 
dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti 
sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk 
oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam  
hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan 
itu dibentuk pula oleh administrasi Negara.43 
 
D. Kementerian dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia 
 
1. Definisi Kementerian Negara 
Kementerian Negara  adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian 
berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada presiden. Pengertian ini adalah pengertian 
yang universal dan sudah sangat konstitusional. 
                                                             
43 Ibid, hal 32. 
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2. Dasar Hukum Kementerian Negara 
Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka segala 
sesuatunya apalagi yang berhubungan dengan Negara haruslah 
mempunyai dasar atau regulasi hukum. Adapun dasar hukum 
Kementerian Negara adalah mengacu pada: 
a) Landasan hukum kementerian pada Bab V Pasal 17 UUD Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: 
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. 
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. 
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara diatur dalam undang-undang. 
 
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara  
c) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara. 
 
3. Kewenangan Kementerian Negara 
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan 
kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta 
bertanggung-jawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin lembaga 
departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang 
disusun oleh presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan 
tugas-tugas pemerintahan.  
25 
Sebagai contoh, tugas pemerintah di bidang hubungan luar negeri 
diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian negara departemen 
dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya terdiri dari 
Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektur 
Jenderal (Itjen) dan Badan (Pasal 9 ayat 2 UU No. 39 tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara). Sedangkan kementerian negara non-departemen 
memiliki Sekretaris, Inspektorat dan Deputi. 
4.    Kabinet Menteri Negara 
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
Berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009, kementerian-kementerian 
tersebut adalah: 
a) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang 
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 
terdiri atas:  
i. Kementerian Dalam Negeri 
ii. Kementerian Luar Negeri 
iii.  Kementerian Pertahanan 
b) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang 
lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945,, terdiri atas: 
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
2. Kementerian Keuangan 
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
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4. Kementerian Perindustrian 
5. Kementerian Perdagangan 
6. Kementerian Pertanian 
7. Kementerian Kehutanan 
8. Kementerian Perhubungan 
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
10.  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
11. Kementerian Pekerjaan Umum 
12. Kementerian Kesehatan 
13. Kementerian Pendidikan Nasional 
14. Kementerian Sosial 
15. Kementerian Agama 
16. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
c) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, 
terdiri atas:  
1. Kementerian Sekretariat Negara 
2. Kementerian Riset dan Teknologi 
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
4. Kementerian Lingkungan Hidup 
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak 
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6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
7. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
9.  Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
10. Kementerian Perumahan Rakyat 
11. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 
d) Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, 
ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan 
sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang 
berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri 
atas:  
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan 
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 
 
E. Peraturan Perundang-undangan dan Surat Keputusan Tata Usaha   
Negara 
1.  Peraturan Perundang-undangan 
Secara teoretik, istilah ”perundang-undangan “(legislation, wetgeving, 
atau gesetzgebung ) mempunyai dua pengertian, yaitu; pertama, 
perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 
membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan 
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Negara, yang merupakan hasil pembentukan peratura-peraturan, baik 
ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.44 
Sementara menurut Pasal  1 angka (2) Undang-undang No.12 tahun 
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di 
maksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis 
yang memuat norma hukum yang mengikat secara  umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik tersendiri. 
Adapun karakter arau ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 
1) Bersifat umum dan komprehensif , yang dengan demikian 
merupkan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 
2) Bersifat universal, maksudnya diciptakan untuk menghadapi 
peristiwa-peristiwa yang akan datang. Bukan hanya mampu 
menghadapi peristiwa sekarang, tapi visioner ke depan agar dapar 
resisten.  
3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya 
sendiri. Hal ini dimaksudkan karena umumnya bagi suatu peraturan 
untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan 
dilakukannya peninjauan kembali. 
45
 
Dalam kepustakaan hukum administrasi Negara terdapat istilah 
langkah mundur pembuat undang-undang ( terugtred van de wetgever). 
Sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma hukum 
                                                             
44 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal 3. 
45 Ridwan H.R op.cit. hal 130 
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administrasi Negara yang bersifat umum-abstrak terhadap peristiwa 
konkret dan individual. Dalam kaitan ini A.D Belinfante mengatakan ada 
tiga sebabnya, yaitu: 
1) Karena keseluruhan hukum Tata Usaha Negara (TUN) itu 
demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi pembuat 
undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-
undang formal. 
2) Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan dengan 
tiap perubahan-perubahan keadan yang terjadi sehubungan 
dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak 
mungkin selalu diikuti oleh pembuat undang-undang dengan 
mengaturnya dalam suatu Undang-undang formal. 
3) Di samping itu, tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu 
selalu berkaitan dengan penilaian –penilaian dari segi teknis 
yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus 
diminta pembuat undang-undang yang harus mengaturnya. 
Akan lebih cepat di lakukan dengan mengeluarkan peraturan-
peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang lebih rendah 
tingkatnya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya. 
46
 
Kewenangan legislasi bagi pemerintah atau administrasi Negara 
yang bersifat mandiri, dalam arti hanya terbentuk oleh pemerintah tanpa 
                                                             
46 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar 
Harapan, Jakarta, 1993, hal.154. 
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keterlibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan. Di Indonesia, bentuk 
yang mandiri ini berwujud Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Keputusan 
Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Desa, yang dicirikan oleh 
sifat mengikat umum (algemeen strekking) dan memiliki norma hukum 
abstrak. 
Berdasarkan Pasal 100 UU No.12 tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, semua jenis keputusan 
yang bersifat mengatur dan mengikat umum tersebut digunakan istilah 
peraturan. 
2.  Keputusan  Tata Usaha Negara 
Keputusan tata usaha  Negara pertama kali diperkenalkan oleh 
seorang serjana jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwal-tungsakt.47 
Istilah ini diperkenalkan di Negeri Belanda dengan nama beschikking. 
Seiring dengan berlakunya Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah bechikking itu 
diterjemahkan dengan keputusan. 
Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah  
untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan 
hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada.
48
 
Adapun unsur-unsur  keputusan adalah sebagai berikut: 
 
 
                                                             
47 Ridwan H.R op.cit. hal. 140 
48 Ridwan H.R op.cit. hal. 141 
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1) Pernyataan Kehendak Sepihak Secara Tertulis  
        Secara teoretik, hubungan hukum publik  senantiasa bersifat sepihak 
atau bersegi satu. Oleh karena itu , hubungan hukum publik berbeda 
halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu 
bersifat dua pihak (tweejizdige) atau lebih, karena dalam perdata di 
samping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi yang berupa 
kebebasan pihak yang bersagkutan untuk mengadakan hubungan hukum 
atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu. Sebagai wujud 
dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan keputusan 
hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung kepada pihak lain. 
2) Dikeluarkan oleh Pemerintah  
             Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. 
Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang  untuk 
mengeluarkan keputusan. Dalam praktik kita mengenal keptusan yang 
dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti keputusan MPR, 
keputusan DPR, keputusan Presiden selaku kepala Negara, keputusan 
Hakim (rechterlijke beshhikking), dan sebagainya.  
3) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 
Telah disebutkan bahwa keputusan adalah hasil dari tindakan 
hukum pemerintah. . Dalam Negara hukum, setiap tindakan hukum 
pemerintah harus didasarkan pada asas legilitas, yang berarti bahwa 
pemerintah tunduk pada undang-undang.  
4) Bersifat Kongkret, Individual dan Final  
             Berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha termaktub bahwa keputusan memiliki sifat kongkret, 
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individual, dan final. Dalam penjelasannya di sebutkan bahwa; kongkret  
artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi 
berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak 
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. 
Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena 
keputusan tersebut. Sementara final artinya sudah definitif dan kerenanya 
dapat menimbulkan akibat hukum. 
5) Menimbulkan Akibat Hukum 
Telah disebutkan bahwa keputusan merupakan wujud konkret dari 
tindakan hukum pemerintah (tindakan hukum adalah tindakan yang 
dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Dengan kata lain, 
akibat hukum yang dimaksudkan hukum adalah muncul atau lenyapnya 
hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir 
dari tindakan hukum, dalam hal ini dikeluarkannya keputusan, berarti 
muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu 
segera setelah adanya keputusan tertentu. 
6) Seseorang atau Badan Hukum Perdata 
     Dalam lalu lintas pergaulan hukum (rechtsverkeer) khususnya 
dalam bidang keperdataan, dikenal istilah subjek hukum, yaitu, pendukung 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari manusia 
(natuurlijke person) dan badan hukum (rechspersoon). Kualifikasi untuk 
menentukan subjek hukum adalah mampu (bekwaam) atau tidak mampu 
(onbekwaam) untuk mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum. 
Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang 
dinyatakan tidak mampu seperti orang berada dalam pengampuan atau 
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perusahaan dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek 
hukum. 49 
Pembuatan keputusan tata usaha Negara memerhatikan beberapa 
persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum 
(rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht) untuk 
dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuat 
keputusan ini mencakup syarat materil dan syarat formal.50 
Adapun syarat-syarat materil terdiri atas: 
a) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang: 
b) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), 
maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis 
(geen jurdische gebreken in de wilsmvorming), seperti penipuan 
(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan 
(dwaling); 
c) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu; 
d) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar 
peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus 
sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 
Sementara syarat-syarat formilnya terdiri atas: 
a) syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan 
dibuatnya keputusan dan berhubung dangan cara dibuatnya 
keputusan harus dipenuhi; 
                                                             
49 Ridwan H.R op.cit. hal. 151-156. 
 
50 S.F. Marbun, op.cit. hal 132-135. 
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b) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar 
dikeluarkannya keputusan itu; 
c) Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu 
harusd dipenuhi; 
d) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang 
menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus 
diperhatikan.  
Apabila syarat materil dan syarat formal ini telah terpenuhi, maka 
keputusan itu sah menurut hukum (rechtsgeldig), artinya dapat diterima 
sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan 
hukum yang ada dan baik secara prosedural/formal maupun materil. 
 
3. Jenis-Jenis Keputusan Tata Usaha Negara 
 Di lihat dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, maka 
keputusan atau penetapan yang bersifat positif dapat dibagi dalam 5 
(lima) golongan, yaitu: 
a) Keputusan atau penetapan yang pada umumnya  
melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru 
(Rechtscheppende/Constitutieve beschikking). Misalnya pemberian 
izin pada suatu PT dan pemberian ijazah pada seorang sarjana 
Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang disamakan. 
b) Keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan 
hukum baru bagi obyek tertentu. 
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c) Keputusan atau Penetapan yang mendirikan atau membubarkan 
badan hukum. 
d) Keputusan atau Penetapan yang menimbulkan hak-hak baru  
kepada seseorang atau beberapa orang (menguntungkan). 
e) Keputusan atau Penetapan yang membebankan kewajiban baru 
kepada seseorang atau lebih. 
 Di samping Keputusan dan Penetapan positif terdapat pula adanya 
Keputusan dan Penetapan negative. Tujuan dari Keputusan atau 
Penetapan yaitu memenuhi permintaan seorang warga Negara kepada 
administrasi Negara agar tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu 
hubungan hukum karena tidak berhak atau karena tidak berdasarkan 
hukum atau untuk melakukan penolakan seluruhnya. Atau tiap-tiap 
penolakan atas sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatu keadaan 
hukum tertentu yang telah ada. Bentuk keputusan negative antara lain; 
a) Suatu pernyataan tidak berwenang (onbevoegheid) 
b) Pernyataan tidak diterima ( niet ontvangkelijk Verklaring) 
c) Suatu penolakan 
 Keputusan atau Penetapan Konstitutif adalah merupakan bagian 
dari keputusan atau penetapan bersifat positif, dimana keputusan itu 
menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidaj dipunyai oleh 
seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu 
(rechtscheppende beschikking). 
 Kemudian ada keputusan atau penetapan lainnya yang dinamakan 
Keputusan atau Penetapan desclatoir (deklator) yaitu Keputusan yang 
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maksudnya mengakui sesuatu hak yang sudah ada. Keputusan itu 
mengandung pernyataan bahwa yang bersangkutan dapat diberika 
haknya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Karena UU 
masih bersifat abstrak (umum) maka diperlukan adanya keputusan untuk 
mewujudkan ketentuan UU itu ke dalam kejadian konkrit. Misalnya 
pemberian cuti libur bagi seorang pegawai. UU Pokok Kepegawaian No. 8 
Tahun 1974 menentukan bahwa cuti libur merupakan hak setiap pegawai, 
Keputusan yang Konstitutif sering disebut sebagai Keputusan yang 
“menentukan” sedangkan deklarator disebut Keputusan atau penetapan 
yang “menyatakan”.51 
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan disebutkan  bahwa 
semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, 
Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya 
mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus 
dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang 
ini”.  
Jika dikaitkan dengan asas undang-undang “Lex Posterior Derogat 
Legi Anterior”, yang berarti Undang-undang yang berlaku kemudian 
mengenyampingkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. 
Konsekuensinya istilah SKB (Surat Keputusan Bersama) tidak tepat 
digunakan lagi, namun istilah yang tepat ialah Peraturan Menteri. Terlepas 
                                                             
51 Ibid, hal 78. 
37 
dari apakah peraturan itu dikeluarkan sendiri-sendiri oleh menteri atau 
pejabat setingkat menteri, atau secara bersama-sama, semuanya 
tergantung kepada kebutuhan materi yang ingin diatur.  
Sumber hukum dibagi atas sumber hukum materiil dan sumber 
hukum formil. Sumber hukum dalam arti materiil ialah kesadaran hukum 
yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Maka, 
berlakunya dari bawah ke atas. Sedangkan sumber hukum formil 
merupakan sumber hukum yang mengikat masyarakat secara luas. Maka, 
berlakunya dari atas ke bawah. Atas yang dimaksud adalah pemerintah. 
Sementara bawah yang dimaksud adalah masyarakat. 
SKB merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, SKB termasuk ke dalam 
Peraturan Pemerintah atau lebih tepatnya Peraturan Menteri. Bila pada 
kenyataanya Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
maka dapat diajukan yudicial review ke Mahkamah konstitusi.  
Peraturan Menteri sebagai produk hukum yang bersifat mengatur. 
nama produk hukum, terutama jenis Peraturan Presiden dan Peraturan 
Menteri, masih terdapat ketidakseragaman, beberapa produk hukum yang 
dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri masih dinamakan Keputusan 
(Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri). Kedua produk hukum 
tersebut, sepanjang materi muatannya mengatur, dimasukkan dalam 
kategori Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri.52 
                                                             
52 www.portal.mahkamahkonstitusi.go.id; diakses pada tanggal 6 November 2013. 
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F. Akademi Maritim Indonesia 
1. Sejarah Pendidikan Pelaut di Indonesia  
Pada tahun 1957, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, 
meresmikan 'Akademi Pelayaran Indonesia' AIP sekarang Sekolah Tinggi 
Ilmu Pelayaran (STIP) sebagai wadah pendidikan pelaut/pelayaran secara 
akademis. Masa pendidikannya pada awal pertama adalah selama 3 
tahun, sama dengan pendidikan Akademi lainnya setingkat dengan 
sarjana muda pada masa itu. Pendidikan dihabiskan selama 2 tahun di 
kampus/asrama dan 1 tahun penuh melakukan praktik atau Proyek Laut di 
kapal-kapal niaga pelayaran samudra. 53 
Pendidikan di AIP menggunakan gaya semi militer, karena memang 
taruna-taruna AIP adalah merupakan perwira cadangan TNI Angkatan 
Laut angkatan laut. Sejak didirikan sampai kira-kira tahun 1985, hampir 
semua lulusan AIP terkena wajib militer dan bertugas di kapal-kapal 
perang RI dengan pangkat perwira muda Letda TNI Angkatan 
Laut|Angkatan Laut. Begitu juga pada awalnya semua taruna AIP 
mendapat ikatan dinas untuk menutupi kurangnya perwira laut pelayaran 
niaga Indonesia, yang dahulu sebagian besar masih di nakhodai oleh 
perwira laut Belanda. Pendidikan pelayaran di AIP banyak dipengaruhi 
oleh sistem pendidikan Akademi Pelayaran Belanda maupun Kingspoint 
Academy Amerika Serikat, karena memang hampir tiap tahunnya 
sebagian Taruna pilihan serta para pendidik di kirim ke luar negeri untuk 
tugas belajar. 
                                                                                                                                                                       
 
53 www.pelaut.go.id diakses pada 6 Desember 2013 
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Hingga dekade 70-80an menyusul berdirinya beberapa Pendidikan 
Pelayaran Negeri di Semarang dan Makassar dengan nama Balai 
Pendidikan dan Latihan Pelayaran sebagai Crash Program memenuhi 
kebutuhan perwira pelayaran niaga di Indonesia. Sekarang kedua 
lembaga pendidikan tersebut diberi nama Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang (PIP Semarang) dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP 
Makassar), yang memiliki kurikulum dan standar yang sama dengan STIP 
Jakarta. 54 
Penerimaan mahasiswa atau dikenal Taruna dilakukan satu pintu 
melalui Badan Diklat Perhubungan Departeman Perhubungan. Lulusan 
mendapatkan ijazah formal Diploma IV dengan gelar S.ST dan memiliki 
ijazah profesi ANT / ATT III.  
Masa kejayaan pelaut Indonesia mulai sirna sejak musibah besar 
nasional terjadi pada tahun 1980 dengan tenggelamnya Tampomas II. 
Menyusul pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan 
Scrapping/Pembesi tua-an kapal-kapal yang berumur lebih dari 20 tahun, 
dampaknya perusahaan pelayaran nasional banyak yang gulung tikar dan 
tidak tertampungnya lulusan pelaut di tiga pendidikan akademi disamping 
Akademi dan sekolah pelayaran swasta yang lainnya. 
Pada akhirnya dunia pelayaran di Indonesia mengakhiri masa 
krisisnya pada awal-awal tahun 90-an hingga sekarang. Sejak tahun 
1998-2009, Indonesia sudah mempunyai Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 
setara sarjana dengan beban studi 160 SKS dengan gelar S.ST (Sarjana 
Sain Terapan). Jadi lulusan STIP boleh melanjutkan program S2 dan 
                                                             
54 Ibid 
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seterusnya disamping ijazah keahlian lainnya yang kalau dijumlahkan 
kurang lebih ada 10 sertifikat berstandard internasional dan menjadi 
sekolah pelayaran lisensi (International Maritime Organization) untuk 
Indonesia karena memang sekarang seluruh Taruna di STIP wajib 
menggunakan bahasa inggris. 55 
2. Dasar Hukum Akademi Maritim Indonesia 
Adapun yang menjadi dasar penyelenggaraan Akademi Maritim 
Indonesia yaitu: 
1. Institusi Pemerintah: 
1.1. Departemen Pendidikan Nasional 
1.2. Departemen Perhubungan 
2. Landasan Hukum 
2.1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003, 
tentang: Sistem Pendidikan Nasional 
2.2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 2012, 
Tentang: Pendidikan Tinggi 
2.3. Peraturan Presiden, Nomor: 60 Tahun 1986, Tentang 
Pengesahan International Convention on Standard of Training 
Certivication and Watchkeeping for Seafarers 1978, 
Amandemen 1995 
2.4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan 
Nasional, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, No. 
KM.41/2003-5/U/KB/2003 – KEP. 2008 A/MEN/2003, tanggal: 
                                                             
55 Ibid 
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11 September 2003, tentang: Sistem Standar Mutu Kepelautan 
Indonesia 
2.5. Peraturan Menteri Perhubungan , Nomor: KM 43 Tahun 2008, 
Tentang: Pendidikan dan Pelatihan, ujian keahlian, serta 
Sertifikasi Kepelautan 
2.6. Keputusan Direktur Jenderal  Perghubungan Laut, No: 
DL.21/2/7-2000, tanggal: 25 Februari 2003, tentang: Pedoman 
Pemberian Pengakuan Program Pendidikan dan Pelatihan 
Kepelautan 
2.7. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan 
Perhubungan, Nomor: SK.15/DL-002/ DIKLAT-2001, tanggal: 
26 Januari 2001, tentang: Pemberian Rekomendasi  
Penyelenggaraan Program Diklat Kepelautan pada Sekolah 
Menengah Kejuruan Pelayaran dan Perguruan Tinggi Maritim 
3. AMI AIPI Makassar 
Pada tanggal 9 desember 1972, AMI AIPI Makassar didirikan 
dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional 
Indonesia(LPKNI) dengan nama Akademi ilmu pelayaran(AIP) 
Ujungpandang. Direktur pertama yang memimpin adalah Ir. Anwar (1972-
1973). Suksesinya adalah  Drs.Muh.Nurlan (1973-1979), kemudian 
Drs.H.Andi Kessi Makkulawu, B.Sc,M.Si (1979-2003), kemudian 
Sudirman,A.Md,S.sos (2003-2011) dan Andi Muhammad Yani,ST,MM 
sampai sekarang. 
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Pada 22 oktober 1971,AIP Ujungpandang menerima  surat 
keputusan penerimaan/pengakuan sebagai salah satu akademi pelayaran 
yang telah terakreditasi dari dinas perhubungan laut. Sejak saat itu,  AIP 
Ujungpandang berganti nama menjadi AMI AIPI Ujung pandang. Pada 
saat yang sama, seiring dengan perubahan nama kota Ujung pandang 
menjadi kota Makassar, AMI AIPI Ujung pandang berubah nama pula 
menjadi AMI AIPI Makassar. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan 
pergantian nama kota tersebut,sedangkan Lembaga Kejuruan Nasional 
Indonesia(LPKNI) berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Andi 
Bunga Billiung Kessi (YPABBK) pada tanggal 16 mei 2006. 
AMI AIPI Makassar terletak di Jl.Gatot Subroto baru no.54 kecamatan 
Tallo, gedung berlantai 3 dan bercat dominan biru.. Hingga kini, Lembaga 
pendidikan tersebut menyediakan  3 pilihan jurusan, yaitu: 
1) Nautika 
Jurusan ini mendidik taruna/taruni untuk menjadi seorang 
perwira(mualim)yang tangguh dan handal dalam segala pekerjaan yang 
berhubungan dengan deck seperti menangani peralatan keselamatan 
jiwa,merencanakan jalur pelayaran,penanganan dan pengaturan muatan 
dll.jabatan yang paling tinggi adalah kapten yang disebut Master 
2) Tehnika 
Mendidik taruna/taruni untuk menjadi perwira yang tangguh dan handal 
dalam pekerjaan yang berhubungan dengan mesin-mesin kapal seperti 
penggunaan bahan bakar dll.jabatan tertinggi adalah KKM atau kepala 
kamar mesin yang disebut cheff engineering. 
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3) Ketatalaksanaan Pelayaran dan Niaga 
Mendidik Taruna/taruni untuk menjadi seorang pekerja yang 
professional dalam menangani segala pekerjaan maupun urusan yang 
menyangkut masalah administrasi kapal dilokasi pelabuhan. 
Sebelum menjadi seorang taruna/taruni,para calon harus mendaftar 
terlebih dahulu untuk seleksi berkas,lalu diteruskan dengan mengikuti 
serangkaian tes tertulis,interview,dan kesehatan.setelah lulus dari tes-tes 
tersebut,calon taruna(i)wajib mengikuti MADABINTAL/ospek(masa dasar 
pembinaan fisik dan mental)selama waktu yang telah ditentukan oleh 
senat(senior),dan dilanjutkan dengan pelantikan sebagai tanda telah lulus 
sepenuhnya dan resmi menjadi taruna(i). 
Dalam blog resmi AMI AIPI Makassar dicantumkan bahwa lembaga 
pendidikan ini adalah tempat yang paling tepat untuk menjadi perwira 
pelayaran niaga atau ahli kepelabuhanan.  Persaingan dunia kerja 
sangatlah ketat banyak sarjana yang menganggur atu pekerja Indonesia 
yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI atau TKW hanya demi 
mendapatkan gaji yang besar. Solusi yang tepat untuk itu semua adalah 
menjadi pelaut, karena pelaut memiliki standart gaji yang lebih tinggi dan 
keamanan kerja yang lebih terjamin.56   
Adapun izin penyelenggaraan AMI AIPI Makassar termaktub pada; 
1. Ijin penyelenggaraan Program Studi Derjen DIKTI Dep. DIKNAS RI 
No. 2409/DT/2004, No. 2410/DT/2004, No. 2411/DT/2004. 
                                                             
56 www.amiaipimakassar.blogspot.com; diakses pada 6 November 2013. 
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2. Klasifikasi / Akreditasi “B” dari Kepala PUSDIKLAT Perla Badan 
Diklat Dephub, Sertifikat No. 036/REKOM/V/Kepelautan/ANT.III dan 
ATT.III 
3. 3. Aproval (Pengakuan) oleh Dirjen Perla Dep. Hub RI, Sertifikat 
No. PY.68/I/8-05 untuk melaksanakan Program Diklat Kepelautan 
ANT.III dan ATT.III sesuai Konvensi STCW 1978 dan 
Amandemennya (sesuai dengan standart IMO). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada  AMI AIPI  di Makassar. Alasan memilih lokasi penelitian di AMI AIPI 
Makassar  karena sumber data yang berkaitan dengan judul di atas satu-
satunya  didapatkan di AMI AIPI Makassar. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak akademik, 
mahasiswa, pengajar, dekan dan pemilik yayasan AMI AIPI Makassar. 
2. Sampel 
 Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili 
beberapa sumber dalam hal ini adalah pihak akademik, pengajar 
dan mahasiswa AMI AIPI Makassar. 
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2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-
buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan 
perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
Serta mengakses website dan situs-situs yang menyediakan 
informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research). 
E. Analisis Data 
Untuk menganalisis tinjauan hukum atas Surat Keputusan Bersama 
Menteri sebagai standarisasi terhadap AMI AIPI Makassar, maka data 
yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan 
sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan 
pembahasan penulis.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A.  Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar 
 Dalam Pasal 1 surat keputusan bersama Menteri tentang standar 
mutu kepelautan Indonesia tercantum bahwa penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan kepelautan berpedoman pada Sitem Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia. Penting untuk dipahami, bahwa dalam 
subyek 4 Sitem Standar Mutu Kepelautan Indonesia yang membahas 
syarat-syarat instruktur (pengajar) memuat mengenai hal-hal yang harus 
dilakukan oleh lembaga pendidikan kelautan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, baik kualitas pendidikan pengajar dalam hal ini kualifikasi 
pengajarannya, maupun kualitas pendidikan mahasiswa dalam hal 
mencetak pelaut-pelaut yang mempunyai daya saing global.  
Lebih spesifik, dalam poin 1 subyek 4 tersebut ditekankan bahwa 
pengajar haruslah lulusan S2 dan mengajar hanya pada spesialisasi 
mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan kualitas pendidikan 
kelautan di Indonesia, khususnya pada Akademi Maritim AIPI Makassar. 
Berbicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan, tentulah kita akan 
menyorotkan konsentrasi kita pada dua subyek pendidikan; pengajar dan 
yang diajar. Jika yang diajar atau mahasiswa adalah konsekuensi, maka 
pengajar adalah faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. 
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Kehadiran surat keputusan bersama Menteri tentang standar mutu 
kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar 
diharapakan mampu menjadi regulasi atau landasan hukum yang tepat 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang disinggung 
sebelumnya bahwa tenaga pengajar menjadi faktor utama dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, maka penulis meneliti tentang 
dampaknya bagi pengajar. 
 Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri tentang standar mutu 
kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar, pengajar harus meningkatkan kualifikasi agar dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut tabel penelitian yang memuat 
informasi mengenai tanggapan pengajat terhadap surat keputusan 
bersama Menteri tersebut; 
 
Tabel 1: Dampak surat keputusan bersama Menteri tentang standar mutu kepelautan 
Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar bagi pengajar. 
 
Dari tabel di atas, menginformasikan bahwa dampak surat 
keputusan bersama Menteri tentang standar mutu kepelautan Indonesia 
terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar bagi pengajar masih 
dikatakan kurang. Hal tersebut terbukti dengan tanggapan pengajar 
sendiri mengenai dampak surat keputusan bersama Menteri tersebut. 
Responden 
(Pengajar) 
Dampak bagi Pengajar 
Terlaksana 
dengan 
Baik 
Terlaksana 
tapi Kurang 
Baik 
Tidak 
Terlaksana 
Tidak 
Menjawab 
30 3 24 1 2 
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Penelitian yang meneliti sejumlah 30 responden dalam hal ini 
pengajar pada Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar terbagi atas 4 
tanggapan. Tanggapan terbesar yaitu tanggapan bahwa surat keputusan 
bersama Menteri tersebut terlaksan tapi kurang baik. Tanggapan ini 
berjumlah 24 dari 30 tanggapan. Jika dipersentasekan, maka berjumlah 
80 %. Alasan pengajar bermacam-macam, ada yang menjawab karena 
sulitnya akses untuk menempuh tingkat lanjut pendidikan mereka, ada 
yang menjawab mahalnya biaya pendidikan tingkat lanjut dan berbagai 
alasan lainnya. 
Tanggapan lain dari pengajar yaitu terlaksana dengan baik. 
Tanggapan yang cukup moderat ini berjumlah 3 dari 30 tanggapan. Jika 
dipersentasekan, maka jumlahnya 10%. Menurut responden yang 
bertanggapan seperti ini, biaya adalah konsekuensi dari meningkatan 
kualifikasi pendidikan. Ketika kualifikasi pendidikan meningkat, 
seharusnya tunjangan yang diterima pengajar tersebut otomatis juga 
meningkat. 
Sementara dua tanggapan lainnya menanggapi bahwa surat 
keputusan bersama Menteri tidak berdampak atau tidak terlaksana sama 
sekali (sejumlah 1 responden), bahkan terdapat 2 responden yang tidak 
menjawab. Menurutnya, surat keputusan bersama Menteri tidak 
terlaksana dengan baik karena peningkatan kualifikasi pendidikan lebih 
banyak unsure formalitasnya, daripada materiilnya.  
Sejauh ini, tanggapan dari pengajar tersebut tentu bernada kontra 
dengan tujuan diterbitkannya surat keputusan bersama Menteri tentang 
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standar mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar, yang salah satu tujuannya meningkatkan kualitas 
pendidikan pengajar.  
Tanggapan dari pengajar tersebut semakin diperparah dengan 
kenyataan bahwa pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi sangat jarang 
ditemui di Indonesia. Maksud dari pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi 
adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikasi magister dalam keilmuan dan 
pendidikan kelautan.  
Minimnya pengajar yang berkualifikasi tinggi di Indonesia, 
mengharuskan pihak lembaga pendidikan kelautan untuk mendatangkan 
pengajar dari laur negeri untuk mengajar pada lembaga pendidikan 
mereka. Hanya saja, mendatangkan pengajar dari luar negeri tentulah 
membutuhkan dana yang relatif lebih mahal karena biaya tunjangan 
pengajar luar negeri tersebut terbilang cukup mahal. Dikatakan mahal, 
karena berdasarkan informasi yang di dapatkan penulis, tunjangan gaji 
pengajar luar negeri tersebut dapat hingga 3 kali lipat tunjangan gai 
pengajar dalam negeri.  
Kenyataan ini memaksa pihak lembaga pendidikan untuk 
meningkatkan pula biaya perkuliahan pada mahasiswa yang menempuh 
pendidikan kelautan di lembaga pendidikan mereka. Dari kenyataan ini 
pula, dapat diambil garis lurus apakah mahasiswa lebih 
mempertimbangkan mutu pendidikan atau mempertimbangkan biaya 
pendidikan saat mereka memilih lembaga pendidikan. Berikut tabel 
penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Akademi Maritim Indonesia 
51 
AIPI Makassar yang mempertanyakan apakah mahasiswa 
mempertimbangkan mutu pendidikan atau biaya pendidikan saat memilih 
lembaga pendidikan.  
Responden 
(mahasiswa) 
Pertimbangan 
Mutu 
Pendidikan 
Biaya 
Pendidikan 
Tidak Menjawab 
30 1 25 4 
Tabel 2: Pertimbangan Mahasiswa saat Memilih Lembaga Pendidikan 
Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat 3 tanggapan 
mengenai pertimbangan responden dalam hal ini mahasiswa saat memilih 
lembaga pendidikan. Tanggapan terbesar menyatakan bahwa biaya 
pendidikan adalah faktor utama dalam memilih lembaga pendidikan. 
Tanggapan ini datang dari 25 dari 30 responden. Jika dipersentasekan, 
maka jumlahnya lebih dari 80%. Tidak memerlukan alasan yang 
bermacam-macam untuk melandasi pilihan tersebut. Faktor ekonomi 
tentulah menjadi kendala utamanya.  
Sejumlah 4 dari 30 responden tidak menjawab saat ditanya 
mengenai pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan. Sementara 1 
dari 30 responden menjawab bahwa mutu pendidikan menjadi pilihannya 
saat memilih lembaga pendidikan. Dari 30 tanggapan responden, sudah 
dapat dilihat bahwa biaya pendidikan yang menjadi faktor terbesar dalam 
memilih lembaga pendidikan. 
Biaya pendidikan yang mahal dikarenakan biaya yang dikeluarkan 
untuk menggaji tenaga luar negeri tersebut membuat pihak lembaga 
pendidikan berpikir dua kali untuk meningkatkan biaya pendidikan 
lembaga pendidikan mereka. Hal ini tentu sangat realistis, mengingat 
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sebagian besar yang berminat menempuh pendidikan kelautan 
mempertimbangkan biaya pendidikan sebagai faktor utamanya. 
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar yang mengharuskan pengajar pendidikan kelautan 
meningkatkan kualifikasi pendidikannya minimal magister yang 
mengharuskan pula lembaga pendidikan membayar lebih mahal kepada 
tenaga pengajat tersebut tentu akan bertolak belakang dengan kenyataan 
bahwa mayoritas penempuh pendidikan kelautan menjadikan biaya 
pendidikan sebagai pertimbangan utamanya dalam memilih lembaga 
pendidikan. 
 
B. Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar 
 Pembahasan sebelumnya yang membahas tentang kedudukan 
Surat Keputusan Bersama Menteri tentang standar mutu kepelautan 
Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar tentu 
sangat berkaitan dengan pembahasan mengenai implentasi surat 
keputusan bersama Menteri tersebut. Kedudukan berfungsi sebagai 
pijakan awal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi atau 
penerapannya. 
 Ketika menyinggung mengenai penerapan atau implementasi, 
maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan yang mana 
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subyek implementasi atau implementator dan yang mana obyek 
implementasi atau apa yang diimplementasikan.  
Subyek implementasi dalam pembahasan ini adalah petinggi 
lembaga pendidikan diantaranya Ketua yayasan pendidikan, Direktur 
lembaga pendidikan, Pembantu Dekan 1, 2 dan 3. Sementara obyek 
implementasi tentulah Surat Keputusan Bersama Menteri tentang standar 
mutu kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar. Berikut tabel penelitian tentang persepsi petinggi Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar terhadap efisiensi Surat Keputusan 
Bersama Menteri tersebut; 
Responden Efesiensi 
Efesien Tidak Efesien Tidak Menjawab 
Ketua Yayasan     
Direktur     
PD 1     
PD 2     
PD 3     
Tabel 3; Persepsi Petinggi Lembaga Pendidikan terhadap Efisiensi Surat Keputusan 
Bersama Menteri. 
 
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semua petinggi 
lembaga pendidikan, dalam  hal ini Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar menanggapi dengan tanggapan yang sama bahwa Surat 
Keputusan Bersama Menteri tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia 
terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar tidak efesien 
implementasinya pada lembaga pendidikan mereka. 
Kelimanya menjawab dengan jawaban senada, mulai dari Ketua 
Yayasan, Direktur Lembaga Pendidikan, Pembantu Dekan 1, 2 hingga 
Pembantu Dekan 3 menyatakan bahwa surat keputusan bersama Menteri 
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tersebut tidak efisien implementasinya. Menjadi pertanyaan adalah, 
apakah subyek implementasi atau obyek implementasi yang 
menyebabkan tidak efisiennya implementasi surat keputusan bersama 
tersebut.  
Tentu Petinggi Lembaga Pendidikan tidak mau disalahkan atas 
tidak efisiennya implementasi Surat keputusan bersama Menteri. Hal ini 
dapat diketahui dari seragamnya jawaban mereka. 100 % menjawab 
bahwa surat keputusan bersama Menteri tersebut tidak efisien 
implementasi. Sekarang, apakah tidak efisiennya implementasi surat 
keputusan Menteri tersebut dikarenakan obyek implementasinya dalam 
hal ini, isi surat keputusan bersama Menteri tersebut. 
Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat diketahui dengan meneliti 
pengaruh Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar Mutu 
Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar 
dalam meningkatkan jumlah pendaftar pada Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar.  
Jika kehadiran surat keputusan bersama Menteri tersebut tidak 
mempengaruhi signifikasi dalam meningkatkan jumlah pendaftar, maka 
dapat dipastikan bahwa jawaban atas tidak efisiennya implementasi surat 
keputusan bersama Menteri adalah isi surat keputusan tersebut. Berikut 
tabel mengenai data jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar sejak tahun 2001-2006. 
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Tahun Ajaran Jumlah 
Pendaftar Mahasiswa yang Diterima 
2001-2002 987 250 
2002-2003 1053 250 
2003-2004 1120 300 
2004-2005 1210 350 
2005-2006 1234 350 
Tabel 4: Data Jumlah Pendaftar dan Jumlah mahasiswa yang Diterima pada tahun  
2001-2006. 
 
Data mengenai jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa yang 
diterima pada tahun 2001-2006 di Akademi Maritim Indonesia AIPI 
Makassar di atas menunjukkan trafik yang cukup jelas. Dari tahun ajaran 
2001-2002 yang hanya berjumlah 987 pendaftar meningkat hingga 1053 
pendaftar pada tahun ajaran 2002-2003. Itu berarti telag terjadi 
peningkatan jumlah pendaftar sekitar 66 pendaftar. Data ini tercatat 
sebagai data sebelum berlakunya Surat Keputusan bersama Menteri pada 
pertengahan tahun 2003.  
 Mari kita bandingkan dengan dengan data jumlah pendaftar sejak 
berlakunya Surat keputusan bersama Menteri. Pada tahun ajaran 2003-
2004 terjadi peningkatan sejumlah 67 pendaftar. Meningkat 1 pendaftar 
saja dari tahun ajaran sebelumnnya. Data ini tidak dapat dikatakan 
meningkat, mengingat jumlah atau kouta mahasiswa yang diterima juga 
ditambah sejumlah 50 kursi. 
 Sementara pada tahun ajaran 2004-2005 terjadi peningkatan dari 
1120 pendaftar pada  tahun sebelumnya menjadi 1210 pendaftar. Itu 
artinya, telah terjadi peningkatan jumlah pendaftar sejumlah 90 pendaftar. 
Data tersebut haruslah dikurangi karena terjadi pula penambahan jumlah 
kursi untuk mahasiswa yang diterima sejumlah 50 kursi.  
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 Adapun untuk tahun ajaran 2005-2006 terjadi peningkatan dari 
1210 pendaftar pada tahun sebelumnya menjadi 1234 pendaftar. Itu 
berarti, terjadi peningkatan jumlah pendaftar sejumlah 24 pendaftar. 
Hanya data yang dapat dikatakan meningkat karena jumlah kursi yang 
disediakan tetap sama pada tahun sebelumnya, yaitu 350 kursi bagi 
mahasiswa yang diterima. 
 Dari data jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa yang diterima 
sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 pada Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar, dapat diketahui bahwa tidak terjadi peningkatan jumlah 
pendaftar secara signifikan. Maka kehadiran Surat Keputusan Bersama 
Menteri tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi 
Maritim Indonesia AIPI Makassar tidak berpengaruh banyak pada jumlah 
pendaftar pada lembaga pendidikan tersebut. 
 Sampai disini, kita dapat menemukan jawaban dari pertanyaan 
mengenai apa yang menyebabkan tidak efisiennya implementasi surat 
keputusan bersama Menteri tersebut. Data yang menyatakan tidak terjadi 
peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan pada lembaga pendidikan 
tersebut sejak berlakunya surat keputusan bersama Menteri kemudian 
menjadi jawaban bahwa isi surat keputusan bersama Menteri yang 
menyebabkan tidak efisiennya implementasi surat keputusan tersebut.  
 Fakta tersebut tentu berkaitan erat dengan kenyataan bahwa isi 
surat keputusan bersama Menteri yang mengharuskan peningkatan 
kualifikasi pengajar yang mengharuskan pula lembaga pendidikan 
meningkatkan biaya pendidikan bertolak belakang dengan mayoritas 
pertimbangan mahasiswa dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu 
pertimbangan biaya pendidikan atau faktor ekonomi.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar tidak mengalami dampak yang besar. Hal itu 
dikarenakan surat keputusan bersama Menteri tersebut yang 
mengharuskan peningkatan kualifikasi pengajar hingga 
meningkatkan pula biaya pendidikan bertolak belakang dengan 
mayoritas pertimbangan mahasiswa dalam memilih lembaga 
pendidikan yang biaya pendidikannya rendah. 
2. Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar belum efisien. Hal ini dikemukan oleh para petinggi 
Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar dalam hal ini Ketua 
Yayasan, Direktur, Pembantu Dekan 1,2 dan 3 dalam melihat 
peningkatan jumlah pendaftar yang tidak signifikan pada lembaga 
pendidikan tersebut. 
 
B. Saran 
1. Dalam menerbitkan surat keputusan bersama Menteri seperti yang 
terjadi pada Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Standar 
Mutu Kepelautan Indonesia terhadap Akademi Maritim Indonesia 
AIPI Makassar, pihak menteri yang terkait haruslah menyesuaikan 
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dengan realitas yang terjadi di lapangan. Mahalnya biaya 
pendidikan tentu  akan menyulitkan sejumlah mahasiswa yang 
menginginkan pendidikan bermutu. Pemerintah harus 
menganggarkan dana pendidikan khusus untuk membantu 
lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan 
pengajar guna meningkat kualitas sarjana kelautan. 
 
2. Agar kiranya pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola 
lembaga pendidikan dapat bersinergi dengan pemerintah 
khususnya kementerian kelautan, tenaga kerja dan pendidikan 
untuk menyuarakan kebutuhan, kendala dan solusi atas 
problematika pendidikan  kelautan, karena pihak pengelola 
lembaga pendidikan adalah yang paling mengetahui duduk 
permasalahan yang terjadi pada pendidikan kelautan. 
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